WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

- NOMOR 14 TAHUN 2019 '

 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

Menimbang

vll\’_/Ier-lgingat A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3),
Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (4}, Pasal 13 ayat (7), Pasal 14
ayat (3), Pasal 16 ayat (6), Pasal 19 ayat (9), Pasal 23 ayat -
(5) dan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota  tentang = Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 '

tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan :

' Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Repubhk ol
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang'
- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Pembentukan < Daerah Tingkat II di

. Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
‘Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 13 ‘Tahun 2003 tentang |
' Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
“Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang - |
~Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas |

Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

" Negara Repubhk Indonésia Nomor 5679);




5 Peraturan Daerah Kota, Bahkpapan Nomor 1 Tahun 2018 7:4: i
~ .-,,tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran[i A
- Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 Nomor 1, {
e Tambahan Lembaran Daerah Kota Ballkpapan Nomorfﬁ

MEMUTUSKAN

 Menetapkan '_;:; PERATURAN WALl KOTA  TENTANG PERATURAN

 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH - NOMOR 1 TAI—IUN

i 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. |

BABI “
KETENTUAN UMUM St
Pasal 1

i "‘:?,;Dalam Peraturan Wah Kota ini yang dlmaksud dengan

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Pemerlntah Daerah adalah Wali Kota sebaga1 unsur penyelenggarai e
: ‘_/pemermtahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerlntahan'j_ B
 yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan o

.‘”‘{;Wah Kota adalah Wall Kota Balikpapan. o :
{f./Dlnas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bahkpapan .
i Kepala Dlnas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bahkpapan B :
. Pelatihan Kerja - adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, T
memperoleh menmgkatkan serta mengembangkan kompetenm kerja .
T produkt1v1tas d131phn sikap, dan etos kerja pada tlngkat keterampﬂan dan
}keahllan tertentu sesuai dengan jenjang dan kuahf1kas1 Jabatan atau
*;fpekerjaan e - SR o
.;;Kompetenm KerJa adalah kemampuan kerJa set1ap 1nd1v1du yang mencakup' -
_aspek pengetahuan, keterampllan dan. 31kap kerJa yang sesua1 dengan ;
‘standar yang ditetapkan. ' S , Bl
.@Pemagangan ~adalah baglan _dari 81stem Pelatlhan Kerja yang
i dlselenggarakan secara terpadu antara pelat1han di lembaga pelat1han
: ;’{dengan bekerja secara langsung di bawah - blmblngan dan. pengawasan o
~instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman “dalam proses
produk31 barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasal,g

keterampilan atau keahlian tertentu.

Lembaga Pelatlhan Kerja yang selanjutnya dlsmgkat LPK adalah 1nstans1 e
,‘pemerlntah badan hukum atau perorangan yang memenuhl persyaratan* '

- untuk menyelenggarakan pelatihan.

Pencarl Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencarn |
s pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi- ingin pmdah atau alih | -
O 'f';pekerjaan, baik di dalam atau. luar negen dengan mendaftarkan ~diri
- kepada pelaksana pelayanan penempatan- tenaga kerJa atau secara
. langsung melamar pekerjaan kepada Pember1 Kerja. ' ‘
11.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,. pengusaha badan hukum, atau

~ badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah'

S atau 1mbalan dalam bentuk lam

R g e



12, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah
‘ perjanjian . kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk
, mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan
~ tertentu. :
~ 13. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya dlslngkat PKWTT
- adalah perjanjlan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk
mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. i v
14. Pelayanan Ketenagakerjaan adalah pelaksanaan tugas dan fungSI Dlnas
‘Ketenagakerjaan Kota Balikpapan bagi tenaga kerja, pekerja, serikat
pekerja, pengusaha/ perusahaan di wilayah Kota Balikpapan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Jaringan yang selanjutnya dlsebut-
. Daring adalah Pelayanan Ketenagakerjaan yang menggunakan teknologi
komputer dan telekomumkam yang terhubung langsung dengan Jarlngan
internet. '
-16. Pelayanan Ketenagakerjaan Luar Jaringan yang selanjutnya dlsebut Lurmg '
' adalah Pelayanan Ketenagakerjaan yang menggunakan teknologi komputer
dan telekomunikasi yang terputus dari jaringan internet atau Pelayanan
Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui 1nterak81 secara langsung dengan
- petugas Dinas. : : ,
17. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya d1s1ngkat i
LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin
“tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan - tenaga kerja
_ dalam negeri.
18. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit
~ pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendldlkan tlnggl
dan lembaga pelatihan kerja yang member1kan fasilitasi penempatan ‘
i tenaga kerja kepada alummnya :

A BAB II | -
- TATA CARA PELATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Prinsip

- Pasal 2
Pelatlhan Kerja mem111k1 prinsip dasar antara lain: ;
. a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya
- manusia; '
b. berbasis pada KompetenS1 Kerja; - _
c. tanggung jawab bersama antara‘ dunia usaha, pemerintah, dan :
' masyarakat : ~ :
d. bagian dari pengembangan profesmnahsme sepanjang hayat dan -
e. - diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

| Bagian Kedua \
Persyaratan Peserta Pelatihan Kerja

Pencari Kerja yang akan menglkutl Pelatlhan harus memenuhl persyaratan 1
‘antara lain: - , : , : S é
| | 3!




| f a. mem111k1 kartu Pencari KerJa dari Dinas yang maSIh berlaku
b ""memlhkl kartu tanda penduduk; dan : S

c. ,persyaratan lamnya yang ditentukan pada saat rekrutmen peserta? i
. }pelatlhan sesua1 dengan Jems/kejuruan pelatlhan SASRE G S

Baglan Ketlga B
Rekrutmen Peserta Pelatlhan '

o .Tahapan rekrutmen peserta Pelatlhan Kerja yang dllaksanakan oleh Dmas -

- meliputi:

a. ‘pengumuman rekrutmen peserta Pelat1han Kerja, S AR

; ”pendaftaran calon peserta Pelatihan Kerja secara Darlng atau Lurmg,
melakukan seleksi administrasi, seleksi tertuhs dan wawancara dan
.;ffvpengumuman hasﬂ rekrutmen/ seleksi. : ci -

o 0 o

. .Baglan Keempat‘L~ i g
. Pelaksanaan Pelatihan

e . pasal5 e ol
| (1) fPelat1han KerJa yang dlselenggarakan oleh Dmas dapat dllaksanakan £
. dengan cara: = e r 1l
Cran Pelat1han Kerja di dalam Daerah atau
L b kerja sama Pelatihan Kerja ke luar Daerah; N S
() Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud’ pada ayat (1) huruf a. dapat.:,

Sl ,,d11aksanakan bekerja sama dengan LPK Pemermtah LPK perusahaan atau e

LPK swasta yang memiliki izin.

"‘;A (3) Pelat1han Kerja sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf b dapat'- , d

dllaksanakan bekerja sama dengan LPK Pemermtah

Pasal 6

S | Pencar1 Kerja hanya dlperkenankan meng1kut1 1 (satu) kali ‘I'u)elatihan;pada" L

(1) Peserta pelatlhan yang telah menyelesalkan program pelatlhan berhakf'
G mendapatkan sertifikat pelatlhan dan /atau sertifikat Kompetens1 Kerja.

(2 ~ Sertifikat Pelatihan Kerja d1ber1kan oleh LPK kepada peserta pelatlhan,{

yang dmyatakan lulus sesual dengan program Pelatlhan Kerja yang
d11kut1 i R Fa e ;

. BABTI |
i TA’I‘A CARA PEMAGANGAN

: : . Bag1an Kesatu s
Persyaratan Peserta Pemagangan e

Pasa18 : o
(1) Peserta Pemagangan d1 dalam negeri yaltu pencar1 kerja : S
(2) Peserta Pemagangan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) 'harlis'
Ll memenuhl persyaratan antara lam ' AR e




s usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan-

'f'1nemllll<:1 , 2
oa. plogram Pemaganpam :

./ o pemblmbmg Pemagalwan

g, kautu Pencau I{el]adau Dinas yang masm bellaku , S 1
5 - b. kartu tanda penduduk atau surat keterangan d()ll’ll.:aﬂl dl Daerah .

d persyaratan lalnnya yang dltentukan oleh penyelen ga1a Pemagandan :
p'lda saat rekrutmen peserta Pemagancan ' ' ' '

 (3) Peselta Pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebawalmana .

o d1makmd pada ayat (2) huruf c hams melamplrlmn sulat persetujuanr ,
'Tdarl orang tua atau Wah ‘ : o

Baman Kedua : , o
Pel syal atan Penyelenggfua Pemaoangan l

| v : Sl Pasa19 : S p T S i
iPenyelenggflra Pemagangan yang akan menyelenggai akan Pemaganaan harus

~ b. sarana dan prasarana; dan

Pasal 10

~'1!9;”,{"‘(1‘)‘:"_»Proglam Pemqgangan sebagaimana d1ma_1<:sud dalam Pasal 9 hurui aj’j ;

B 2) Program Pemagangan sebac‘almana dlmaksud pada ayat (1) palmor sedlklt‘

= (3) ff’;; rogl am Pemaganﬁan sebagalmqna d1maksud pada ayat (1) mehputl

i disusun oleh penyelenogara Pemagangan.

- berisi: .

ilmma pr ogl am Pemagangan

tujuan pr ogram Pemagangan;

. kOHlpCtCIlSl yang akan dltempuh

: perkiraan waktu Pemagangan; -

g persyaratan peserta Pemaoangan

: ',.persyaratan Pemblmbmg Pemagangan; dan
vkuukulum dan silabus. L

k) jr‘f-v mao _j;rr*i'.m,

Lt pembenan teou dan praktik di unit pelatlhan dan e
b, prakuk kerja d1 unit produksi perusahaan. '

(4) Pembenan teori dan praktilc sebagaimana dunaksud pada ayat (3) hurLilf ”

FE a dllaksanakan paling banyak 25% (dua puluh hma pelsen) dari
e kompomm program Pemagangan. ' : '

JQ:V{(S)" ~ Praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hur uf b dllakscmakan L
e pahng sechl«:lt 75% (tujuh puluh lima per ;@11) dan 1<:0mp05131 progra m A

: © - memiliki:
o oan Tuang teor1 , S
. 'b. ruang 31mula31/ prakLIL, L

s j,d buku keoqatan (]ogbook) bagl pesel ta Pemagangan

, Pemagangan

: : . : : Pasal 11 i -
'Salana dan p1asal ana sebagalmanfl dlmakz'sud dalam Pasal 9 huruf b, hfuuéf -

c. kelengkapan alat kesdamﬂ’m dan keSeha‘can kerja, dan




Pemblmbmg Pemagangan sebageumana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c h'u us
-memenuhi persyaratan: : '

b.
C.

Ty

-
o ‘program Pemagangan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hati
- sebelum pelaksanaan Pemagangan. ,

. Pemagangan antara peserta dengan perusahaan yang dlbuat'* secara
- tertulis dan diketahui atau disahkan oleh Dinas..

. d. besaran uang saku.

- Pemagangan (FKJ P) Daerah.

Pemagangan;

dan- :
- memahami regulasi Pemagangan.

- perusahaan penyelenggara Pemagangan.

Pasal 12

karyawan tetap,
sehat jasmani dan rohani;
memiliki kompetensi teknis dalam Jabatan yancr sesuai dengan promam

memiliki kompétenol metodologi pelatihan;
surat penunjukan pembimbing dari manajer personalla atau d1atasnya

Bagian Ketiga
Rekrutmen Pemagangan

v , Pasal 13 | .
Rekrutmen peserta Pemagangan dalam negeri dilaksanakan oleh

‘Rekrutmen 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh
Dinas melalui pameran bursa pemagangarn. ' '

Bagian Keempat
. Pelalzsanaan Pemagangan -

EAEIY ‘ Pasal 14 ; ‘ ; ERE
Perusahaan - penyelenggara Pemagangan wajib melaporkan rencana

Penyelenggaraan Pemagangan dllaksanakan atas dasar Perjanjién

- Dalam hal perjanjian Pemagangan dltandatangam oleh p1hak perusahaa;n '
yang berkantor di luar wilayah Daerah dan lokasi pemagangannya di
Daerah, wajib dilaporkan kepada Dinas.

- Perjanjian Pemagangan paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
b. hak dan kewajiban penyelenggéra Pemagangan,;
c. program Pemagangan; dan ' |

Jangka waktu Pemagangan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak‘

‘ dltandatangam perjanjian Pemagangan.

‘Perusahaan penyelenggara Pemagangan dalam 'melaksanakan ~program
Pemagangan dapat berkoordinasi dengan f01um komumkas1 JCJal“lng

; Pasal 15 S _
Peserta = Pemagangan yang telah dlnyatakan memenuhl , standar
kompetensi yang ditentukan oleh perusahaan diber 1kan sertifikat
Pemagangan. @ ' I



. (tiga puluh persen) dari Jumlah karyawan

"~ (4) Hasil verifikasi bebag'nmana dimaksud pada ayat (3) chber]kan pahng lama

' (2) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud = pada ayat (1) untukj
memperoleh  legitimasi kompetensinya dapat mengikuti- sertifikasi
kompetensi melalui uji kompetensi secara mandm atau atas ‘pembiayaan.
perusahaan penyelen gara Pemagangan

‘ Pasal 16 L
Dalam seluruh tqhaprm proses penyelenggaraan Pemagangan peserta
| Pemagangan tidak dipungut biaya. ST R R 0

: Pasal 17 , :
' Peruoahaan hanya dapat menerima peserta Pemagangan pahnﬂ banyak 30%

: ‘ P'loal 18 : : : ‘
Perusahaan penyelenggara Pemagangan dllarang menglkutsertakan peserta
- Pemagangan yang telah  mengikuti Pemaganaan . pada  program,
‘jabatan/kualifikasi yang sama. PRI et A

Bagian Kelima
Pelaporan Pemagangan

Pasal 19 ~
(1) Lapman pelalxsanaan Pemagangan wajib dlsampalkan oleh perusahaan
S penyelenggara Pemagangan kepada Dinas. e
S (2) Laporan pelaksanaan Pemagangan sebagalmana d11nak°ud pada ayat («1)

- disampaikan secara berkala (triwulan). o ok : ,
(3) Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dapat d11akukan secara
- Daring ' atau Luring dengan standar opemsmnal dan proqedul yarilg

'dltetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV , ‘ ‘
- TATA CARA PERIZINAN DAN PELAPORAN LPK

Bagian Kesatu
Perizinan LPK

, ~ Pasal 20 -
(1) Lembaga penyelenggma Pelatihan Kerja yang mehputl LPK Pemeuntah,y _
" ‘jLPK Perusahaan dan LPK Swasta Wajlb rnem1hk1 1z1n da11 Pemeuntah
" Daerah. ‘ : : S )
 (2) Dalam. hal pemberlan izin lembaga penyelenggara Pelatlhan Ke1 ja Dinas
R berwenang melakukan verifikasi lapangan. ~ :

'  '(3)' Hasil verifikasi lapangan oleh Dinas berupa surat pertlmbangan teknis.

1 (satu) hari setelah pelaksanaan verifikasi lapangan. .

-Bagian Kedua Vf
Pelaporan LPK

o : Pasal 21
(1) LPK Swasta Wajlb menvampaﬂ{an laporan kematan kepada Dmas -




@

- d. sertifikat keterampilan dan kursus apabila ada;

~e. surat pengalaman kerja apabila ada; dan '

‘, f. alamat email pribadi yang aktif. . :

~ Pencari Kerja yang memiliki kartu Pencarl Kerja (AK—I) berasal dari lucu" e
Daerah ha1us ‘melapor ke Dinas untuk didaftar kan sebagai Pencau Kerj Ja s

j di Daerah.

@

'Lapmah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:'

d1tetapkan oleh Kep'ﬂq Dinas.

' Pencan Kelja yang mendaftar pada Dinas harus memenuhi pelsyalatal
- pendaftaran Pencari Kerj ja yang mehputl ~

b. kartu tanda penduduk luar Daerah dengan mela1np1rkan surat

C ijjazah asli/ fotokopl legalisir dari sekolah dasar sampai dengan 1Jazah

- Luring dengan st'mdal operasmnal dan prosedur yang dltetapkan oléh '
”‘Jv‘Kepala Dinas. . : ' , 1
~ Pencari Keua yang telah mendaftar secara Daring _atau Lui*ing harus

by Pencau Kerja yang telah terdaftar dan memiliki ka1 tu Pencan Kel ja (AK-I)
- harus melaporkan d111 kepada Dinas dengan ketentuan sebagal berikut:

secara berkala/ setiap 3 (tiga) bulan sekali (tr 1wu1an)
Laporan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dapat dllakukan secal? ‘
Daring atau Luring, dengan SLandar operasmnal dan plosedur ‘yang

| BABV L
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PENCARI KERJA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Pencari Kerja '

Pasal 92

a. kartu tanda penduduk Daerah;
‘keterangan domisili;

terakh1r

Pendaftaran Pencari Kerja dilakukan melalui aphka81 secara Darmg atau o

melakukan foto diri pada Dinas.

~ Pencari Kerja yang telah terdaftar dlberlkan ‘tanda bukti pendaﬂalan

~ berupa kartu Pencari Kerja (AK I) dengan masa berlaku selama 2 (dua) |
~tahun. A

‘Pencari Kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terdaftar
 diberikan tanda bukti pelaporan kartu Pencari Kerja (AK-1). - ,
~ Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sam'pai'dengan ayat 4) -
~ berlaku pula bag1 penyandang disabilitas. ) v :
- Pencari Kerja penyandang disabilitas pada saat pendaftaran als.an d1ber1
: pelayfman khusus oleh petugas dengan btandal opeiasmnal dan p103€d1u1 :
- yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. ' S -
- Bentuk kartu Pencari Kerja (AK-I) yang diterbitkan sesual denoran format :
© yang dltetapk'ln oleh Kepala Dlnd" IR L TR

f

Bag1an Kedua
Tata Cara. Pelaporan Pencari Kel Ja

Pasal 23




. a. jumlah lowongan pekerjaan; } 3
~ b. jenis pekerjaaan; . ‘

~ c. jenis jabatan dan syarat jabatan;

- d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan;

" f. jenis kelamin dan usia; ]

" g. pendidikan dan kompetensi; dan
-~ h.jangka waktu pemenuhan tenaga\kerja

©)

o TATA CARA DAN BENTUK PELAPORAN LOWONGAN PEKERJAAN |
\ :

 dengan mengisi formulir wajib lapor lowongan (W.L.L.1).
@

lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pekerjaan; atau

b. Pencan Kerja yang belum mendapatkan pekerjaan, melapor setlap 6

(enam) bulan sekali.

’Pelapo1an Pencari Kerja dilalukan melalul aplikasi secara Darmg atau
Luring dengan standar operasional dan prosedur yang dltetapkan ole
‘Kepala Dinas. : -
 Pencari Kerj ja yang telah melakukan pelaporan mendapatkan surat buk
‘pelaporan dari Dinas. :
- Pencari-Kerja yang tidak melaksanakan kewapban sebagalmana d1maksu
~pada ayat (1) setelah masa berlaku 2 (dua) tahun dlhapus dari basis data :
: (database) Pencari Kerja. o ‘ :

!

BAB VI

|
Pasal 24

, Setlap lowonvan pekerjaan wajib dllaporkan ke. Dinas oleh Pemberl Kerja

U

‘a. Pencari Kerja yang ‘telah mendapatkan pekerjaan, melapor? fpalin‘g |

h

d

E »‘Lowongan pekerjaan sebagaimana d1maksud pada ayat (1) paling sedlklt
- memuat informasi: ‘

Pelaporan lowongan pekerjaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1

)

. dilakukan secara Daring atau Lurmg dengan standar operasmnal dan

m
@

o 3)

(4)

, prosedur yang dltetapkan oleh Kepala Dinas.

|
BAB VIl

TATA CARA REKRUTMEN DAN ‘PELAPORAN TENAGA KERJA

: ‘ Pasal 25 :
Rek1utmen tenaga keua dllaksanakan oleh Pemberl Kerja atau melalu
'pelaksana penempatan tenaga kerja yang telah mendapatkan izin.

Rekrutmen tenaga kerja sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) Wajlb
' mempersyaratkan kartu Pencari Kerja (AK-1); :
Rekrutmen tenaga = kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

dilaksanakan dengan mekanisme: ‘
a. antar kerja lokal; atau =~ |
b. antar kerja antar daerah. =

i

Dalam hal rekrutmen tenaga kerja yang dukutl paling sedlklt 25 (dua
puluh lima) lowongan pekerjaan Pemberi Kerja wajib menyampalkan

i o AT A 1

- laporan  perencanaan rekrutmen/ selek31 kepada Dinas pahng sed1k1t
, ,memuat ’

b



& d Dinas membuat laporan penempatan tenaga kelja berdasarkan 1aporaryi‘ ’

b LPTKS dapat bekerja sama dengan Dmas dalam p1oses rekrutmeny ‘

i . c. LPTKS mencatatkan perjanpan kerja pada D1nas ;
Lon e 1  ode LPTKS melaporkan penempatan tenaga kerja kepada Dmas
B

Penempatan tenaga kerja melalui Dinas, dﬂakukan dengan cara: |
‘ a. Dmas membemkan akses untuk memperoleh mformas1 Iowongan kerja‘ C

c Dmas melakukan monitoring terhadap proses rekrutmen tenaga kerja"

: "‘_Penempatan tenaga kerja melalui LPTKS dllakukan dengan cara:
a. LPTKS melapmkan lowongan kerja yang telcantum dalam Bukti

" b.BKK~ dﬂarang melakukan 1ekrutmen tenaga kerja selam untuk'
e BKK melaporkan penempatan tenaga kerjakepada Dmas o
Pember1 Kerja wapb melaporkan penempatan tenaga kerja ke Dmas

ot dengan meng181 1ap0ran penempatan tenaga kerja (WLLQ) ‘dén
i - melamplrkan kartu Pencarl Kelja (AK-I) ash ' ' 5

kebutuhan tenaga kerja (W.L.L. 1); =
“waktu dan tempat pelaksanaan 1ekrutmen
‘tahapan seleksi; dan s ~
. alat tes yang dlpergunakan

"~~Penyampeuan pelaporan rencana reklutmen dan selek81 sebagalmana
‘dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerJa : e e
;Dalam ‘hal rekrutmen melalui mekamsme antar. kerja lokal sebagalmana, 8
“dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak terpenuhl dalam waktu 14 (empat,f
'belas) hari, maka Pemberl Kerja mengajukan permohonan 1ekomendas1" e
-~ frekrutmen dan seleksa calon tenaga kerja antar kerja antar dae1ah (AKAD
: keDmaS : S , ' RN '
- Dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleks1 Pembem Kerja dapat bekerjaf
 sama dengan Dinas. s e L
‘ 7Untuk pelaksanaan 1ek1utmen dan selel<31 sebagalmana dlmaksud padav i
,;,  ayat (7), Pemben Kerja wajib mengajukan permohonan kepada Dinas ’
: "pahng 1ambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rekrutmen . N
. Dalam hal rekrutmen tenaga kerja dllaksanakan ‘melalui pelaksanaf ,
penempatan tenaga kerja yaitu lembaga penempatan tenaga kerja swast;a,» i
;(LPTKS) harus melaporkan job order dari Pembem KerJa kepada Dmas . £

d : BAB VIII Ny : S
TATA CARA PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 26

yang tersedla secara daring kepada Pencari Kerj Ja yang terdaftar

- b.Dinas’ membenkan akses untuk memperoleh 1nformas1 data pencarl

kerja terdaftar yang sesuai dengan persyaratan dan kuahﬁkaSSL o
lowongan kerja secara daring kepada pembem kerja atau LPTKS :

yang dilaksanakan oleh pemberi kerja atau LPTKS;

- dari pemberi kerja atau LPTKS.

Permmtaan dari Pemberi Kerja kepada Dinas;

tenaga kerja;

Penempatan tenaga kerja melalui BKK, dilakukan dengan ketentuan
‘a. BKK harus memiliki izin dalam melaksanakan pameran bursa kerj Ja,

alummnya,

Pasal 27

BT
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@

)

(1)

o a0 T

- (4)

®)

(1)

Laporan penempatan tenaga kerja (W.L.L. 2) sebagalmana d1maksud pada '

-~ belas) hari setelah mendapatkan tenaga kerja.

- ke Dm_as sesuai dengan format yang dltetapkan oleh Kepala Dinas.

. paling sedikit memuat informasi sebagau berikut:

- dilakukan secara Daring atau Luring dengan standar operasmnal dan
'prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. ‘
Laporan kondisi ketenagakerjaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3)

‘bulannya.
‘Apabila penyampaian laporan kondisi ketenagakerjaan sebagalmana

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama jabatan/pekerjaan,

b. jumlah tenaga kerja yang dlbutuhkan ‘pada setlap Jabatan

c. klasifikasi tenaga kerja yang mengisi lowongan (jenis kelamin, usia,
pend1d1kan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerJa)

d. nomor kartu Pencari Kerja (AK-1); dan

€. loka51 kerja. : : o

Pelaporan penempatan tenaga kerja dilakukan secara Darlng atau Lurmg

dengan standar operasional dan prosedur yang d1tetapkan oleh Kepala

Dinas. : : ‘ _

Pelaporan sebagalmana dimaksud pada ayat (3), pahng lambat 14 (empat

Bentuk pelaporan penempatan tenaga kerja (W. L.L.2) yang dlsampeukan

, Pasal 28 ‘
Setlap perusahaan wajib melaporkan kondisi ketenagakerjaan kepada
Dinas.
Laporan kondisi ketenagakerjaan sebagenmana dlmaksud pada ayat (1)

Jumlah tenaga kerj Ja;

." jenis jabatan;

jenis kelamin dan usia;

tempat pekerjaan dan masa kerja;
upah dan tunjangan;

jaminan sosial; dan

g. pendidikan dan kompetensi. ‘
Laporan kondisi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (%)

disampaikan ke Dinas paling lambat’ tanggal 10 (sepuluh) setlap !

dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan dlsampeuka,n
pada hari kerja ber 1kutnya '

BAB IX
PERSYARATAN DAN PENCATATAN PKWT DAN PKVVTT

Bagian Kesatu
“Umum -

/ Pasal 20

Syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT dan PKWTT harus memuat

ketentuan yang lebih baik atau paling sedikit sama dengan ketentuan
peraturan perundang—undangan

11



: . (2) Syalat KerJa yang dlperjanjlkan sebagalmana dImaksud pada ayat (1)

merupakan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buluh yang o

belum dlatur' dalam ketentuan peratulan pelundang undangan dan’
a7d1buat secara teltuhs : S

Pasal 30

Pengusaha harus menjelaskari isi PKWT, PKWTT dan/ atau pelubahannya

kepada tenaga kerja dan / atau pekerja sebelum d1tandatangan1 para plhak

S : Baglan Kedua - :
Persyaratan Pencatatan PKWT dan PKWTT

S T T s Pasal31 : s i :
L (1) ;’PKWT W’IJlb dlcatatkan oleh pengusaha ke Dlnas pahng lambat 7 (tujuh)
~hari kerja setelah ditandatangani oleh para plhak g1 L Lo
L ""‘*7(2_)}_ PKWTT dllaporkan oleh pengusaha ke Dlnas setelah d1tandatangan1 oleh o |
- para plhak ‘ : o P i 1

Iy 2 S . Pasal 32
Pengusaha dalam mencatatkan PKWT dan PKWTT harus memenuh1
S persyaratan sebagal benkut |
‘a. surat’ permohonan pencatatan PKWT; 5 ‘

i )”.;gf;sahnan perjanjian kerja yang telah dltandatangam pala plhak

. rekapitulasi daftar perjanjian kerja yang dicatatkan dengan memuat nama

i af?,Z”_pekeua/bmuh jabatan, upah, alamat pekerja/buruh dan masa berlaklf' .

_fperjanjlan kerja; dan
d. struktur dan skala upah

o ; Baglan Ket1ga :
Pencatatan PKWT dan Pelaporan KWTT

Pasal 33

(1) Pengusaha mengajukan : permohonan pencatatan PKWT dan/atau e B

pelaporan PKWTT kepada Dinas secara Daring atau Luring dengan standar' i
f f,;"operasmnal dan prosedur yang dltetapkan oleh Kepala Dinas. - Eaa
- PKWT yang dicatatkan dan/atau PKWTT yang dllaporkan d1tel1u oleh
o Dinas. dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) harikerja.  * . |

‘fpelapman oleh Dinas. : G
- (4) Dalam hal isi PKWT dan/atau PKWTT be1tentar1gan denoan ketentuan‘j f
”peraturan perundang undangan Dlnas membentahukan hasﬂ koreksfk '
; ~ secara tertulis kepada pengusaha. S o iy
',",?(5) Pengusaha Wajlb menlndaklanjutl hasﬂ korek31 dar1 Dmas palmg lambat‘ -
. 14 (empat belas) hari kerja sejak mener ima pembeutahuan tertulis. :
. (6) Tindak lanjut hasil koreksi PKWT dan /atau PKWTT yang dllakukan oleh
{ffPengusaha berupa perubahan terhadap PKWT dan /atau PKWTT L o
i (7 ~Perubahan  terhadap PKWT . dan/atau - PKWTT tldak dapat mengubah
e ;},ff’ftanggal berlaku PKWT dan / atau PKWTT awal .

] *'fPKWT dan/atau PKWTT yang telah ' sesuai ketentuan l pelatureu}g :
f:}perundang undancan diterbitkan - buktl pencatatan dan/atau bukti];’, B



(8) Dalam hal pengusaha tidal menindaklanjuti'hasil koreksi sampai dengaﬂ |
batas waktu yang  ditentukan pada surat pembemtahuan, ; dokumen ,
dikembalikan oleh Dinas. ‘

: - BAB X
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN DALAM JARINGAN

: Pasal 34 : \
- (1) Pelayanan Ketenagakerjaan dilakukan secara Dari ring dan Lurmg
- (2) Pelayanan Ketenagakerjaan sebageumana dunaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui aplikasi,terdiri atas: ; '
a. sistem 1nforma31 ketenagakerjaan (SISKA); dan i :
b. sistem = informasi pelayanan ketenagakerjaan dalam hubungan
" industrial (SIMPATI). : : e

. : : Pasal 35 S :
o Pelayanan Ketenagakerjaan sebageumana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf a terdiri atas: : ' S :

‘a. pendaftaran pelatihan; ,

b pendaftaran info lowongan Pemagangan;
. C. pelaporan Pemagangan;

‘d.” pelaporan tanggung Jawab sosial hngkungan tentang penmakatan kuahtas ‘

- sumber daya manusia;

,pendaftalan dan pelaporan Pencari Kerja; dan ,
pendaftaran info 1owongan_dan penempatan tenaga kerja.

o

Pasal 36
o Pelayanan Ketenagakerjaan sebagaunana d1maksud dalam Pasal 34 ayat (2
~huruf b terdiri atas: , ‘

: pencatatan PKWT/ pelaporan PKWTT

. pengesahan /pelaporan peraturan perusahaan (PP);
pendaftaran /pelaporan perjanjian kerja bersama (PKB)

~pelaporan jenis pekerjaan penunjang dalam pemborongan pekerjaan ’
pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan; V
/pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/ bumh
pencatatan lembaga kerja sama (LKS) bipartit; e
pencatatan/pemberitahuan  serikat pekerja/ sel 1kat buruh {(SP/SB),

- federasi, konfederas1 SP/ SB dan B
: konsultas1 '

?@ﬁ@?@vp

e
.

E : Pasal 37 ; S
(1) Pencan KerJa dapat mengakses aplikasi sistem 1nforma31 ketenagakerjaan
R (SISKA) dengan melakukan registrasi secara Daring. = . SRR
(2) Pemberi Kerja, serikat. pekerja/serikat buruh dan pekerja dapat mengakses ‘
- aplikasi sistem informasi pelayanan ketenagakerjaan dalam hubungan
~industrial (SIMPATI) atau sistem informasi ketenagakerjaan (SISKA) setelah '
- memperoleh izin akses dari Dinas.
(3) Pemberi Kerja dalam memperoleh izin akscs dan Dlnas harus mcngajuka{
- surat permohonan dengan melampirkan fotokopi tanda’ daftal pel us.ahaa3
. " atau surat izin usaha perdagangan (SIUP) ~

13
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Serikat pekei‘ja/ serikat buruh dan pekerja/buruh dalam memperbleh izin
akses dari Dinas harus mengajukan surat permohonan yang d1ketahu1 :
oleh manajemen perusahaan tempat pemohon bekerja.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

~ Pasal 38 = L
Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1),

* Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (2}, ayat -

(4), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 26 ayat (3) huruf b, Pasal 27 ayat (1), Pasal

- 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (5) dikenakan sanksi

K -

)

°

administratif berupa:

a. teguran;

b. peringatan tertuhs,
pembatalan kegiatan usaha;

. pembekuan kegiatan usaha;
‘pembatalan persetujuan;

- pembatalan pendaftaran;

' produksi; dan/atau
h. pencabutan izin.

‘Sanksi administratif sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a:

d1ber1kan oleh Dinas.
Sank31 administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampa1

‘dengan huruf h dapat diberikan setelah Dinas berkoordinasi dengan
pegawai pengawas ketenagakerjaan dan instansi yang bcrwenang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wall Kota ini mulai bérlaku pada tanggal dlundangkan

",Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapanv‘
pada tanggal 13 Mei 2019

' WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

14

penghentian sementara sebagian atau seluruh keglatan atau alat,‘ 1 :
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o ,T,Dlundangkan di Bahkpapan

L :‘S'EKRETARIS; DAERAH KOTA BALIKPAPAN,E

o ,;ffﬂBERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 14

ey SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
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i Sahnan sesuai dengan ashnya
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